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BUPATI BENGKALIS

a bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 77 Peraturanf,ff-n:'t"

- Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak =~ -
L;‘Daerah perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Nilai Jual Tenaga Listrik =
‘eridan Tarif Pajak Penerangan Jalan Yang Dlhasnlkan Sendiri ; ”

‘i;bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam‘f, e
. huruf-a,  perlu menetapkan - Peraturan Bupati tentang Petunjuk ‘'
i ;Pelaksanaan Nilai - Jual Tenaga Llstnk dan Tarlf Pajak Penerangan e
*.-‘_fJaIan Yang DlhaSIIkan Sendm s :

.*:Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan- e
~ ‘Daerah Otonom Kabupaten dalam Ilngkungan Daerah Provinsi
 Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubhk IndoneSIan ,Tahun,
‘ i,“;l1956 Nomor25) o ke e o

."fiUndang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana S
 (Lembaran Negara Republlk Indonesia  Tahun 1981 Nomor - 76,
: [__:Tambahan Lembaran Negara Republlk lndone5|a Nomor 3259) el

o Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum e

- “dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara ‘Republik Indone3|a; [
~Tahun- 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran - :Negara . Republik
‘f{'f'rlndoneSIa ‘Nomor. 3262) ssebagaimana telah beberapa kali diubah = -
* ‘terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran e
~Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara L
Repubhk IndoneSIa Nomor4953) et e A

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua,ff e
~ atas Undang-Undang - Nomor - 19 Tahun 1997 tentang Penagihan -
- 'Pajak- dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republlk Indonesia - -
- Tahun 2000 Nomor: 129 Tambahan Lembaran Negara Republlki chri
lndoneS|a Nomor 3987) o e

;,‘»,‘Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadllan Pajak_
;‘v;;;(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran. et
‘Negara Nomor4189) ~ ~ » B Tl

; ' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Lo

: xa;,f‘jDaerah (Lembaran Negara Republik: Indonesna Tahun 2004 Nomor'_:;g;,,{'"j:‘,

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) =~ = =~
fﬁ.,!’f‘sebagalmana telah diubah ‘beberapa kali terakhir dengan dengan -~ -
“ Undang-Undang Nomor 12 Tahun- 2008 ‘tentang Perubahan Kedua

- . atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan -~ ..~
. 'Daerah (Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2008 Nomor ey

o 1"‘,59 Tambahan Negara Republlk IndoneSIa Nomor 4844)




0 F

"."Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
- Keuangan antara Pemermtah Pusat dan Pemerintahan Daerah
'(Lembaran Negara Republlk Indonesna Tahun 2004 Nomor 126, .

S ;Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor4438) ‘

X ‘Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retnbus: x
“Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor LR
130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone3|a Nomor 5049) R

‘.,..“Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan; :

- Peraturan Perundang- undangan (Lembaran - Negara  Republik

= Indonesia Tahun: 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R
. Republik IndoneSIa Nomor 5234y, e : e

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan %
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 -

. Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor
- 4578); o _ ‘ i

11.

}‘Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan - dan Pengawasan Pennyelenggaraan Pemerintahan - -

Daerah (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia. tahun 2005 Nomor

=   »57:[_&:?165 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor 4593) ST

v " Provinsi, dan Pemerintahan. Daerah . Kabupaten/Kota (Lembaran
.~ Negara Republik- Indonesia Tahun 2007 -Nomor 82 Tambahan . -
- Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor4737) ‘ :

13,

14

Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan b

Urusan Pemenntahan Antara Pemerintah, ‘Pemerintahan Daerah

’Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata- Cara o
. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan .
- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 =
-~ Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor Sl
'!’5161) g o = :

Peraturan Pemerlntah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenls Pajak

" Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau

- dibayar Sendiri ‘oleh Wajib Pajak (Lembaran - ‘Negara ‘Republik

o

" Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndoneS|a Nomor 5179);.

"Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis - Nomor 07 :rahun 2008 i f .
-~ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemermtahan Daerah Kabupaten -~
. Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 ..

i ) Nomor 07);

16,

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 08 Téhun 2009 i

~ tentang Pokok-Pokok - Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

AT

: Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03)

'Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor A1 Tahun 2011
- tentang Pajak Daerah -Kabupaten Bengkahs (Lembaran Daerah

i Kabupaten Bengkalls Tahun 2011 Nomor 11)




R Menetapkan

- 6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawa| yang d|ben tugas tertentu iy

L 1 2 ‘Tahun Pajak adalah jangka waktu yang Iamanya 1 (satu) tahunv“k};f[?jrr
P kalender kecuall bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang ¢ R

13 PaJak yang terhutang adalah pajak yang harus dlbayar padak‘;'ﬂ”'»i;f:‘ :
- suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam
- bagian tahun pajak  sesuai - dengan ketentuan peraturanvf

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI JUAL TENAGA LISTRIK DAN o

TARIF PAJAK PENERANGAN JALAN YANG DIHASILKAN SENDIRI

BAB | '; " -
KETENTUAN UMUM AT

:‘; : ;Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dlmaksud dengan

1 ’Daerah adalah Kabupaten Bengkalls : , v‘
o !2.}"Pemermtah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagal}f

e »ffunsur penyelenggaraan pemenntahan daerah ,

:  ‘{}'1","3‘::‘1Bupatl adalah Bupatl Bengkalls ; ST L ~
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dlnas Pendapatan Daerah,;*‘{‘};-;ff.‘i

,"\,fzKabupaten Bengkalls

k*.‘f;v{5.f‘}Kepala Dmas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dlnas:.’f

L _‘,,’“Pendapatan Iaerah Kabupaten Bengkalls

Hffg,dl bldang perpajakan daerah

7 PaJak Daerah yang selanjutnya dlsebut paJak adalah kontnbusn“‘ <

 wajib kepada' daerah yang terutang oleh -orang pribadi atau

| "Z'v"",':'jbadan 'yang bersifat. memaksa berdasarkan Undang-Undang
~dengan_ tidak - mendapatkan ‘imbalan ‘secara langsung dan = o
- digunakan - untuk keperluan daerah bagl sebesar—besarnyaf:r

f(kemakmuran rakyat

5 t]j}f\'sl."iPajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga
f:«éfllstnk balk yang dlhasnkan sendm maupun dlperoleh dan sumber R

o ain.

dikenakan pajak.

peraturan perundang undangan perpajakan daerah

terutang

tldak sama dengan tahun kalender. ~

perundang undangan perpajakan daerah

V ‘i.':14 Pemungutan adalah suatu rangkalan keglatan mulan dan L
penghlmpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya b
~pajak yang terutang sampau ‘kegiatan penaglhan pajak kepada o

Wajlb Pajak serta pengawasan penyetorannya

5"”.:_Subjek pajak adalah orang prlbad| atau badan yang dapatf.*

“10 Wajlb Pajak adalah orang pnbadl atau badan mehputl pembayarf i,
_pajak, pemotong pajak ‘dan. pemungut pajak yang mempunyai - -
;-:’hak dan kewajiban - perpajakan sesuai - dengan ketentuan_‘lj-,

ﬁ11 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atauj”_ S

Jangka waktu lain 'yang diatur dengan Peraturan Bupati paling N
~lama 3 (tlga) bulan kalender yang menjadl dasar bagi Wajib - -
Pajak untuk menghltung, menyetor dan melaporkan paJak[;j L




*"15 Surat Pemberltahun Pajak Daerah yang selanjutnya dlsmgkat :
. SPTPD adalah  surat yang . dlgunakan Wajib Pajak untuk

"”,j;melaporkan penghltungan dan / atau pembayaran pajak objek
- pajak dan/ atau’ bukan: objek pajak, dan’ / atau harta dan
“kewajiban" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-'
undangan perpajakan daerah. ’ s :

e i 16 PLN adalah Perusahaan Llstnk Negara (Persero)

‘17 Perusahaan Llstnk Ialnnya 'yang selanjutnya dlsebut penyedla
~ tenaga listrik adalah penyedla tenaga listrik selain PT PLN

{7,18 Kilo Watt Hour dlsmgkat kWh adalah satuan daya Ilstnk

19, Tarif Dasar Listrik: yang selanjutnya disingkat TDL adalah tanf -
hstnk untuk konsumen yang dlsedlakan oleh PT PLN '

e BAB I
PAJAK PENERANGAN JALAN

Nama Objek Subjek dan Wajlb Pajak Penerangan Jalan
Pasal2 |
“ !‘;'Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dlpungut pajak atas .
 penggunaan tenaga Ilstrlk balk yang dlhaS|lkan sendm maupun

. e dlperoleh dari sumber Ialn

Pasal 3

(1 "'Objek Pajak Penerangan Jalan merupakan penggunaan tenaga
. listrik, baik yang dlhasnkan sendm dan/atau yang dlperoleh dari
. sumber lain. s . v . . ‘

(2’A)7v‘ j‘_Tenaga Llstnk yang dlhasﬂkan sendiri sebagalmana dlmaksud.
ShE pada ayat (1) mehputl seluruh pembangkit Ilstnk '

. 3) Tenaga listrik dari sumber lain dimaksud ayat (1) adalah tenaga"
=0 listrik yang dlperoleh darl Iayanan PT. PLN maupun penyedla
: ~I|str|k Ialnnya L : ‘

Pasal 4

i : _‘.‘*(‘1')?‘Subjek Pajak Penerangan Jalan yaltu orang prlbadl atau badan‘ o
. yang dapat menggunakan dan/atau menyedlakan tenaga -

o listrik ~ 3 SRR

i ~(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan yaltu orang prlbadl atau Badan

- yang menggunakan tenaga listrik. ' ' : s

S (3)‘ Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh plhak Ialn Wajlb Pajak B

i Penerangan Jalan adalah penyedla tenaga listrik : L

Dasar Pengenaan Tar|f dan Cara Perhltungan
- Pajak Penerangan Jalan .

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan merupakan Nllal‘
Jual Tenaga Llstnk g : .



(2) N|Ia| Jual Tenaga Llstrlk sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dltetapkan

a.Dalam hal tenaga Ilstnk berasal darl sumber lain dengan
pembayaran Nilai Jual Tenaga Listrik merupakan jumlah
tagihan biaya beban/ tetap - ditambah dengan biaya"
pemakaian kWh/ variabel yang “ditagihkan- dalam rekenmg '
listrik;dan

b. Dalam hal tenaga listrik dlhasﬂkan sendm Nilai Jual Tenaga
Listrik - dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat
penggunaan listrik, Jangka ‘waktu pemakaian I|str|k dan
harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah :

~(3) Perhltungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagalmana dlmaksud
‘ayat (2) huruf b adalah sebaga| benkut '

o NJTL = Kwh X harga satuan Ilstrlk '
HARGA SATUAN LISTRIK
KAPASITAS YANG TERSEDIA HARGA SATUAN LISTRIK

No| kvA) | ” IKWH

1. 2. o] 3.

1. DIATAS 200 KVA R - Rp. 800

2.[14KVAS/ID200KVA | - Rp. 800

3. | DIATAS 200 S/D 30.000 KVA : . Rp. 680 .

4. | DIATAS 30.000 KVA s ‘ Rp. 605
Pasa| 6

Tarlf Pajak Penerangan Jalan dltetapkan sebagal berlkut
- a. Penggunaan tenaga hstnk yang berasal dari sumber Ialn

1. Penggunaan tenaga listrik: dari sumber lain’ oleh lndustrl
" pertambangan minyak bumi ‘dan gas. alam, tarlf pajak
. penerangan jalan dltetapkan sebesar 3% (tiga persen)

-2, ‘'selain yang diatur pada angka 1, tarif Pajak Penerangan Jalan ‘
‘ dutetapkan sebesar4 % (empat persen) ' ~

b. Penggunaan tenaga listrik yang dlhasnkan sendlrl dltetapkan'
: sebesar1 5% (satu koma lima persen) :

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung
; dengan cara mengallkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dengan dasar pengenaan pajak sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 5; e « : «

Contoh

Suatu perusahaan |ndustr| memlllkl mesin dengan kapasﬁas daya
terpasang total 425 kVA dengan pemakalan listrik sebanyak 500 000
kKWH untuk bulan Januari '

opalakt Fa Tarif Pajak x NJTL B
Rt TarIfPaJak SREANEE (i’f;‘ 1 15% o
NJTL ~: KWHxRp/KWH



" Harga satuan listrik (batas daya 200 KVA sd 200099 KVA)

o ‘Rp.6BOKWH I N
S Pemakalan R 500 000 KWH i
NJTL = 500.000 kWH x Rp. 680/kWH \
| ot = Rp '340.000.000 - B %
' ',Pajak , _=

1 5% X Rp 340 OOO 000 =Rp. 51 000 000

Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak
Pasal 8

E (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah Jangka waktu"‘yangf
_'Iamanya3(t|ga) bulan kalender SR ‘ ; i

o ‘;;',(2),»‘»Pajak Penerangan- Jalan yang terutang dalam masa pa}ak :
S terjadl pada saat penggunaan tenaga Ilstnk ' ;

: BABIV-
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9 |

" Hal hal yang belum cukup “diatur - dalam - Peraturan Bupa’u ini,
_sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Ieblh lanjut dengan _
- /Keputusan Bupati. : : o
-~ Peraturan Bupati ini mulal berlaku sejak tanggal 1 Januan 2012

'*ngar ‘ setlap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
~_pengundangan Peraturan Bupati - ini dengan penempatannya dalam
Berlta Daerah Kabupaten Bengkalls v o

: Ditetapkan. di Bengkalis

% pada tanggal 1 :ffgnu{?‘ 20

i 1D|undangkan di Bengkalls
 pada tanggal 10 ‘{-‘E@a\mm 20\1 o
, »SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS':“ '

'—Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
; »TAHUN 2012 NOMOR ‘Jr




